
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1457, 2022 KEMENKEU. Akuntansi PNBP. Kegiatan Usaha 

Panas Bumi. Petunjuk Teknis. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 238/PMK.02/2022 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa untuk menyesuaikan pedoman penyelenggaraan 

akuntansi penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan 

usaha panas bumi dengan kebijakan akuntansi 
pemerintah pusat, perlu mengganti Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang Petunjuk 

Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari 
Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

204/PMK.02/2018 tentang  Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang 
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan 

Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha 
Panas Bumi; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Transaksi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2054) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan 
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Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1347); 
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 279) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 504); 
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 954); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya 

disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang 

pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat 
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau 

pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh 

negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar 

penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam 

mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.  
2. PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi yang selanjutnya 

disebut dengan PNBP Panas Bumi adalah PNBP yang 

dikelola oleh Bendahara Umum Negara yang berasal dari 

Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan 
kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 
pemerintah atas pelaksanaan anggaran, pendapatan dan 

belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, 

laporan arus kas, laporan operasional, laporan 
perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan 

ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 

4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan 

Keuangan pemerintah.  
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5. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, 

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam 

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 
pemerintah pusat. 

6. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri 

dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas 
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan wajib menyajikan laporan 

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.  
7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/barang dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan 
Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. 

8. Setoran Bagian Pemerintah adalah setoran yang wajib 

dilakukan pemegang kuasa pengusahaan sumber daya 

panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama 
pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang 

izin pengusahaan sumber daya panas bumi kepada 

negara atas bagian pemerintah sebesar 34% (tiga puluh 
empat persen) dari penerimaan bersih usaha sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9. Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi 
Nomor 508.000084980 yang selanjutnya disebut 

Rekening Panas Bumi adalah rekening dalam rupiah 

yang digunakan untuk menampung penerimaan Setoran 
Bagian Pemerintah dan membayarkan pengeluaran 

kewajiban pemerintah terkait dengan kegiatan usaha 

panas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang - 

undangan.  
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut 

Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan 

uang negara yang dibuka oleh Bendahara Umum 
Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara untuk 

menampung seluruh penerimaan negara dan membayar 

seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.  
11. Pengusaha Panas Bumi adalah pemegang kuasa 

pengusahaan sumber daya panas bumi, kontraktor 

kontrak operasi bersama (joint operation contract), dan 

pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi 
yang melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan 

tidak langsung sumber daya panas bumi untuk 

menghasilkan uap panas bumi guna pembangkitan 
energi/listrik dan/atau secara terpadu menghasilkan uap 

panas bumi dan membangkitkan energi/listrik (total 
project).  

12. Satuan Kerja PNBP Khusus Bendahara Umum Negara 

Pengelola PNBP Panas Bumi yang selanjutnya disebut 

dengan Satker PNBP Panas Bumi adalah satuan kerja di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang tugas dan 
fungsinya meliputi pengelolaan PNBP panas bumi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

bertindak selaku Entitas Akuntansi dalam pelaporan 
keuangan terkait PNBP Panas Bumi. 
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Pasal 2 
(1) Petunjuk teknis akuntansi PNBP Panas Bumi 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini 

disusun berdasarkan SAP berbasis akrual dan mengacu 
pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.  

(2) Ruang lingkup petunjuk teknis akuntansi PNBP Panas 

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan unsur Laporan Keuangan. 

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
memuat: 

a. aset; 

b. kewajiban; 
c. ekuitas; 

d. pendapatan; dan 

e. beban. 

 
Pasal 3 

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

digunakan bagi:  
a.  Satker PNBP Panas Bumi selaku Entitas Akuntansi 

sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan 

Satker PNBP Panas Bumi; dan  
b.  Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai pedoman dalam 

konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara. 
 

Pasal 4 

Petunjuk teknis akuntansi PNBP Panas Bumi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 tentang 
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

dari Kegiatan Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1965) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

204/PMK.02/2018 tentang  Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.02/2017 Petunjuk Teknis 

Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan 
Usaha Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1847), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2022 
 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 

SRI MULYANI INDRAWATI 
  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2022 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -6- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-7- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -8- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-9- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -10- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-11- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -12- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-13- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -14- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-15- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -16- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-17- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -18- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-19- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -20- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-21- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -22- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-23- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -24- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-25- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -26- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-27- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -28- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-29- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -30- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-31- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -32- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-33- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -34- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-35- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -36- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-37- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -38- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-39- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -40- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-41- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -42- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 
-43- 

www.peraturan.go.id



2022, No.1457 -44- 

 

www.peraturan.go.id


